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PUTUSAN
Nomor: 0329/Pdt.G/2015/PA.Rgt.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Rengat yang telah memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal dahulu RENGAT Kabupaten Indragiri
Hulu , sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di
seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 8 April 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0329/Pdt.G/2015/

PA Rgt., tanggal 8 April 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal NKAH, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 17 Februari 2004, yang
dikeluarkan oleh KUA Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
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2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan
Tergugat berstatus perjaka;

3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga
pisah;

5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama
a. ANAK, lahir pada tanggal 1 Mei 2006;
anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak
bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya
disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;

c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari
pengakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sering bertengkar;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Januari 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

8 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi
kabar berita serta nafkah wajib kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya;

9 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;

10 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat,
untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

11 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang
pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai

ke Pengadilan Agama Rengat;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir
sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat
dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat :

a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor:
tanggal 21 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawa
Bangun, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 17 Februari 2004,
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut
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telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :
1. SAKSI I, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung
Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2004;

¢ Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;

e Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Nopember 2013, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah lebih kurang
sejak Januari 2014 yang lalu, dan tidak pernah pernah kembali sampai
sekarang;

e Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun
tidak berhasil bertemu;

e Bahwa keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2. SAKSI 11, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2004;

e Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
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e Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Nopember 2013, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar.
Penggugat yang bercerita kepada saksi;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah lebih kurang
sejak Januari 2014 yang lalu, dan tidak pernah pernah kembali sampai
sekarang;

e Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun
tidak berhasil bertemu;

e Bahwa keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dan dalam
kesimpulannya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara
ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah
dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata

ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan berdasarkan pasal
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149 RBg., oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat

(verstek);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan
mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah
hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah
tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No.
7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat
menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan juga Tergugat sudah
berpisah dengan Penggugat sejak Januari 2014 tanpa memberikan nafkah sehingga
antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan
Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam
perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang
Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap
harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 bukti mana
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telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka
Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat adalah warga Indragiri Hulu dan oleh karenanya Pengadilan Agama
Rengat dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya
cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya
ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga
telah mendatangkan alat bukti 2 orang saksi, sehingga berdasarkan keterangan
Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 6 Pebruari

2004;

e Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;

e Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak Nopember 2013 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2014;

e Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi
menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan

dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka

dinyatakan menjadi fakta persidangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka
Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak
tercapai lagi;

2 Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak
dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

3 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sejak Januari 2014 sampai sekarang dan
Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan
kewajibannya sebagai suami istri, maka berarti antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan
dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan
Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan
dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada

harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan
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untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan
jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua
belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman
Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

19323 Bhie {ho Ksuld
Artinya: “... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu)
untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu

telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 76 Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai
Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan
Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan
sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak
(PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, , terhadap Penggugat,

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten
Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriah, oleh Drs. Bakir Fuadi,
sebagai Ketua Majelis, serta Baginda, S.Ag., dan H. Muhammad Nuruddin, Lc.,
MSI., sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Syahril J. sebagai Panitera pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. BAKIR FUADI
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HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,
BAGINDA, S.Ag. H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., MSL
PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. SYAHRIL J.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 250.000,-
3. Redaksi :Rp. 5.000,-
4. Materai :Rp.  6.000.-

Jumlah : Rp. 341.000,-
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